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PENDAHULUAN

Setiap petusahaan atau badan usaha mcmpunyai tujuan yang hendak dicapai.
Untuk mencap?i lujuan pcrusahaan tersebut, harus melaksanakan berbagai macam
kegialan, agar kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan lancar, maka perusahaan
atau badan usaha memerlukan sumber daya alau fektor-faktor produksi yang cukup
baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Salah satu faktor produksi yang paling penting adalah modal yang berfiangsi
sebagai penggerak kegiatan pcrusahaan/ badan usaha secta kelanjutannya pada masa
yang akan datang. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat
diperoleh dari jasa peirbankan, yaitu lembaga keuangan yang tugas utamanya
memasatkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini Bank juga berfungsi sebagmi
mobilisator pembangunan dan mengalokasikannya untuk kelanjutan pembangunan.

Datasa perkembangan pembangunan dewasa ini dimana Negara Indonesia
dihadapkan pada permaszlahan perekonomian maka Pemerintah membuat
kebijaksanaan melalui badan usaha yang dimiliki untuk menyaluckan dana bantuan
pertnodalan bagi pengusaha ekonomi kecil mealui pinjaman kredit.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemeberian kredit oleh Bank selaku
satu-satunya badan yang diberi wewenang umtuk menyalutkan dana mengatur
paedatan uang. sudah tentu mengadakan hubungan hukum perjanjian dengan

nasabahnya atau pihak yang membutuhkan kredit yang bersangkutan.
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Praktek perkreditan selalu tercipta peijanjian kredit antara bank denagn si
pencrima kredit (nasabah). Dalam hal ini pihak bank adalah merupakan pihak
keeditur, sedangkan si pencrima kredit sebaga pihak debitur. Dengan adanya
perjanjian tersebut maka timbullah hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur, yaitu
pihak yangs satu berhak menuntut prestasi sedangkan pihak yang lain wajib
memenuhi prestasi.

Demikianlah selalu disaksikan terjadi dalam praktck perkreditan tercipta
perjanjian kredit antara Bank dengan penerima kredit seiaku si berhutang (debitur).

Sebagaimana kita ketahui dalam setiap pegjanjian harus terdapat leata sepakat
antara kedua belah pihak, demikian juga halnya dengan pertanjian kredit dalam
bentuk kredit usaha kecil ini hatus terdapat kata sepakat antara para pihak, demikian
juga halnya dengan perjanjian kredit dalam bentuk kredit usaha kecil ini harus
1erdapat kata sepakat antara pihak kreditur (Bnak) dengan pihak debitur Yakni orang
vang mengikatkan dirinya pada Bank dan apakah perjanjian kredit dalam bentuk
lo=dit usaha kecil ini yang dilakukan secara baku telah terdapat kata sepakat sesuai
dengan apa yang diatur dalam buku [11 KUH Perdatakan.

Kredit usaha kecil sebagei salah satu benwk kredit yang diberikan kepada
enlongan tertentu khususnya para pengusaha kecil dalam prakscknya meniliki
ketentuan-ketentuan khusus. Karena dalam bentuk kredit kecil dalam tjuan daripada
pernbelian kredit usaha kecil adalah meningkatkan kegiatan usaha kecil itu sendiri.
Temapi meskipun dalam kenyataannya bahwa ada prases yang diterapkan dari mulai

adanya permohonan kredit sampai kepada ditolak atau di dikabulkannya permohonan
forada tevsebut.
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